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ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDTKAN TINC'GI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi l*omor 35 Tahun ?A{Ientang
Pcnyclcnggaraan Proglam Studi Program Profesi Insinyur, perlu menetapkan

Panduan Penyelenggaraan Program Studi Prograni Profesi Insinyur;

I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor ?8.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)l

2. Undang-Undang I'iomor 14 'fahun 2005 tentang Guru dan Doscn

(Lemtraran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. lJndang-undang Nomor 12 'fahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,

'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):

4. Peraturan Pernerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Fendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi {Lembaran I'{egara

R.epublik Indo*esia Tahun 20i4, Nomor 16, Tarnbahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor I Talrun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (Lembaga Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2012

Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset'
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Teknologi. dan Penriidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2015 Nomor 14);

7. Peraturan Menteri Risel Teknologt, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35
'llahun 2CI16 tentang Penyelenggaraim Pnrgram Studi Program Prol-esi

Insinlr:r.

MEMt]'ItJSKAN:

K-E,PUTUSAN DTREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU

PENGETAHUAN DAN FENDIDIKAN TINGGT TENTANG PANI}UAN

PEN}ELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI

INSINYUR.

Menetapkan panduan penyelenggaraan program studi program profesi insinyur

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang rnerupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan diadakart

perbaikan sebagaimana mestiaya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Jakarta

padatanggal : O$ Sulnt torb
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suwrcrryo
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN

ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI

NoMoR ...,!5.&ef rftter/c/-t f,xof L'

TE}ITANG
PANDUAN PENYBLENGGARAAN PROGRAM STUDI

PROGRAM PROFESI INSINYUR

g,ATA.Et BEI,AE{ANG

peraturan Presiden Nomor I Tahun 20L2 tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKM) menyebutkan bahwa

penjenjangan kual.ifikasi kerja menyandingkan, menyetarakan, dan

mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalarnan

kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai

dengan jabatan kerja. KKNI merefleksikan capaian pembelajaran

(learning outcomes) yaflg diperoleh seseorang melalui jalur

pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan pembelajaran mandiri.

Capaian pembelajaran merupakan internalisasi dan akumr"rlasi ilrnu

pengetatruan, pengetahuan, pengetahua11 praktis,ketrampilan'

afeksi, dan kompetensi .Yang dicapai melalui proses pendidikan yang

terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau

melalui pengalaman kerja. iknu pengetahuan (science) ad'alah suatlr

sistem berbasis metodoiogi ilmiah untuk membangun pengetahuan

{knowtedge) melalui hasil-hasil peneiitian dalam suatu bidang

pengetahuan. Pengetahuan {knowtedgeJ adalah pengliasaan teori dan

keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu

atau pemahaman tentang fakta dan informasi yang diperoleh

seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan

fertentu. Pengetahuan praktis (kttotu-hata) adotah penguasaan teori

dan keterarnpilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian

tertentu atau pemahaman tentang metodologi dan keterampilan

teknis yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan

untuk keperluan tertentu. Keterampilan {skrIf adalah kemampuan

psikomotorik dan penggunaan metode, ba-han, alat dan instrumen)
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yang dicapai rnelalui pelatihan yang terukur dilandasi oleh
pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki seseorang agar mampu
menghasilkan produk atau r..lnjuk kerja ]'arlg dapat dinilai secara

kualitatif maupun kuantitatif" Afeksi {affection) ada}ah sikap sensitif
seseorang terhadap aspek-aspek di sekitar kehidupannya baik
diturnbuhkan oleh proses pemirelajaran maupun lingkungan
kehidupan keluarga atau mayarakat secara luas. Kompetensi
(competency) adalah akumulasi kemarnpuan seseorang dalam
melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen
yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab

individu pada bidang kerjanya.

Profesi insinyur yang merupakan level ketujuh dari sembilan level

KKNI dipersyaratkan memiliki kemampuan (a) merencanakan dan
rnengelola sumberdaya di bau,ah tanggung jat'ah:nya, dan
mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan
IPTEK untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan
strategis organisasi, ib) memecahkan permasalahan sains dan
teknologi, di dalam bidang keilmuannya melaLui pendekatan
monodisiplin dan multidisiplin, dan {c} melakukan riset dan
mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung
jawab penuh atas semua aspek yang berada di ba'*'ah tanggung
jawab bidang keahliannya.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan pada hakikatnya adalah
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menuntut adanya
jaminan pemenuhan keselamatan, keamanan dan kenyamanan serta
keberlanjutan lingkungan hidup. fulaka peran profesi insin3rur yang
memiliki kuali{ikasi tertentu sangat diperiukan untuk raemenuhi
kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Liberalisasi. jasa insinyur saat ini memungkinkan tenaga insinyur
untuk berkarya melintasi batas-batas negara, namun demikian ada
persyaratan )'arrg harus di.penuhi. Untuk rnernasuki pasaran tenaga
kerja di ASEAI'I para insin)rur harus memiliki sertifi.kat National
Registered Engineer (NRE) yang diakui negara masing-masing,
kemudian memiliki sertifikat Asean Chartered Professianal Engineer
(ACPE) dan Registered Foreign Professional Engineer (RFPE)

berdasarkan kesepakatan timbal balik mengenai jasa keinsinyuran di
ASEAN, yaitu ASEAN Mutual Recognition Arrangernent (MRA) on
Engineering Services. Untuk mernasuki pasaran tenaga keda di Asia
Pasifik para insinyur selain memiliki sertifikat NRE, harus j,rga
memiliki sertifikat Asia Pacilic Economic Cooperation Engineer
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(APEC-EnS.). Di sisi lain, terdapat peluang bagi tenaga kerja insinyur
Indonesia untuk brekerja ke wilayah lainnya di dunia juga
rnensyaratkan kualifi kasi tertentu.

Untuk memenuhi ketrutuhan nasional maupun tantangan liberalisasi
insinyur di wilayah Asia Tenggara, Asia Pasilik, dan dunia tersebut
diperiukan regulasi pendukung untuk mempercepat terciptanya
tenaga insinyur Indonesia yang mandiri, bertanggung jar*'ab, dan
memiliki etika profesi serta kualifikasi sesuai standar sertj-{ikasi
dalam uraktu yang sangat mendesak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 35 Tahun 2A16 tentang PenyeXenggaraan Program
Str.ldi Program Profesi Insin5rur {PSPPi} maka dianggap perlu untuk
dibuat suatu panduan untuk penyelenggaraan PSPPI. T\rjuan
Panduan penyelenggaraan PSPPI ini adalah untuk memberikan
Panduan bagi Perguruan Tirrggl untuk menyelenggarakan PSPPI"

Diharapkan dengan adanya Panduan PSPPI ini, maka Perguruan
Tinggi dapat segera melaksanakan PSPPI" Dengal demikian, pra
Sarjana Teknik ]'ang teiah luius PSPPI rnemperoleh Sertifikat Profesi
Insinyql dan menggunakan gelar Insinyrir. Selanjutnya ybs. dapat
mengikuti uji kompetensi untuk memperoieh sertifikat kompetensi
dan bekerja seca.ra profesionai sebagai Insinyur Profesionai, dan
mandiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun
2Ol4 tentang Penyelengga-raan Pendidikan dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi. Pembangunan nasional yang berkelanjutan pada
hakikatnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
menuntut adanya jaminan pemenuhal keseiamatan, keamanan dan
kenvamanan serta keberlanjutan lingkungan hidup. Maka peran
profesi insinyur yang memiiiki kualilikasi tertentu sangat diperlukan
untuk memenu hi ke butuhan- ke butuhan tersebut-

TUJUA}I

Tujuan dari Panduan Penyelenggaran Program Profesi Insiny'ur
acialah:

i. memberikan pedornan teknis bagi Perguruan Tinggi untuk
menvelenggarakal PS PPI;

2. mempercepat peiaksanaan PS PPI; dan
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3. menjamin ketertiban pelaksanaan PS PPI dalam penyelenggaraan

Tridarma Perguruan Tinggi.

ETT. CAPAIA,I{ TESf,BSI,S"I*AAS

Capaian Pembelajaran PSPPI adalah:

1. Mampu melakukan perencanaan keinsinyuran dengan
mernanfaatkan sumberdaya dan meiakukan evaluasi keinsin5uan
secara komprehensif dengan memanfaatkan ilmu pengetatruan

dan teknologi.
2. Mampu memecahkan permasalahan keinsin5ruran melalui

pendekatan monodisiplin dan multidisiplin"
3. Mampu melakukan riset dan rnengambil keputusan keinsin)ruran

sesuai etika profusi secara strategis dan akuntabel.

FE[,AKSIhISAAI{

Fersyaratan bagi perguruan tinggi untuk rnelaksaaakaa Frogmm
profesi insinyur:

1. memiliki peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi unggul atau
A;

2. rnerntliki paling sedikit 5 (lima) prograrn studi teknik;
3. jumiah program studi teknik peringkat terakreditasi unggul

atau A paling sedikit 5O% {limapuluh persen} dari keseluruhan
Program Studi Teknik;

4. memiliki sekurang-kurangnya 6 {enarn} dosen tetap pada setiap
Program Studi atau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

5. memiliki jumlah dosen -yang telah sesuai dengan Kerangka
Kualifikasi Nasionai Indonesia daiam profesi keinsinlruran
sesuai peraturan perundang-undangan;

6. dosen yang ditetapkan teiah memiliki pengalaman kerja di
industri;

7. dosen yang ditetapkan mendapat rekomendasi dari PIi;
8^ rnemiii.ki perjanjian kerjasama dengan kementerian terkait, PII,

kalangan industri, danlatau himpunan keahlian keinsinyuran
yang telah terakreditasi oleh PII;

9. telah men).trsun kurikulrrm Program profesi insinSur bersarna
dengan PII dan/atau himpunan keahlian keinsinlmran yang
telah terakreditasi oleh Pll;

10. Dalam hal terdapat kebutuhan khusus di wilayah tertentu,
Menteri dapat rnemberikan izin pembukaan Prograrn Studi
Program Profesi insinyur kepada Perguruan Tinggi tertentu
melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi lain yang telah
menyelenggarakare Program Studi Prograrn Profesi InsinSrur'
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6.

7.

Sfiekaaisne Porgurtran Tinggi uatqk menyelenggarabn P8PPI
adalahr
1. menyiapkan kelembagaan yang akan mengelola PSPPI;

2. menyiapkan sistem untuk pelaksanaan PSPPI dengan membuka
program studi baru;

3. menyiapkan kerjasama dengan kementerian terkait, dan dengan
PII atau hirnpunan keahlian keinsin5ruran yang teiah terakreditasi
oleh PII;

4. menyiapkan perencanaan sistem keuangan;
5. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum {PrfNBH} mernberitahukan

pembukaan Program Studi Program Profesi lnsin3ur kepada
Menteri;
Perguruan Tinggi selain PINBH rnengajukan ijin pernbukaan PS

PPI kepada Menteri; dan
rnemenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Staf Fengajar Frograrr. Profesi Insinyur adaXah seseorang Jrang:
1. Memiliki minimal sertilikat Insin5,'ur Prolesional Madya [PM) yang

masih berlaku, dan memiliki kompetensi yang mencukupi untuk
rnenyampaikan maleri pembelaj aran;
Mendapatkan surat penugasan dari iembaga terkait, yaitu PII jika
ditugaskan oleh PII, atau PII W'ilayah jika ditugaskan oieh PIl
Wiiayah, atau himpunan keahlian keinsin;ruran yang terakreditasi
PII jika ditugaskan oleh himpunan keahlian keinsinyuran, atau
perguruari tinggi yang terkait jika ditugaskan oleh perguruan
tinggi, atau industri yang terkait jika ditugaskan oleh industri.
Mendapat rekomendasi dari PII;

Feserta Program Profesi Insinyur adalah seseorang yang
memeauhi:
A. Syarat Umum:

a) sehat jasmani, rohani, bebas narkotika, psikotropika, d.an zat
adiktif;

bi rnendaftar untuk mengikuti pendidikan profesi insin5.ur
c) sarjana bidang teknik; atau sarjana terapan bidang teknik;
d) atau sarjana pendidikan bidang teknik; atau satjana sains;
e) telah memiliki pengalaman kerja dalam praktrk keinsirqruran

paling sedikit 2 (dua) tahun.
f) memenuhi semua persyaratan dan ketentuan lain yang

ditetapkan oieh perguruall tinggi pelaksana Program profesi

)

a
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insinyur, antara lain: tata can:a pendaftaran. dan tata cara

seleksi.
B. Syarat Khusus untuk sarjana pendidikan bidang teknik; atau

sarjana sains:
a) telah melakukan program penyetaraan dengan sarjana bidang

teknik atau sar.iana terapan bidang teknik setelah

berpengalarnafi kerja di bidang keinsinyuran pating sedikit
selama 3 (tiga) tahun;

b) telah merniliki pengalarnan kerja dalarn praktik keinsinSuran
sekurang-kurangnya 2 {dua} tahun; dan

c) pengalaman kerja di bidang teknik dibuktikan dengan surat
pernyataan dari masing-masing lernbaga ternpat yang

bersangkutan bekerja;
C. Syarat Kelulusan:

a. telah dinyatakan iulus selt-lruh rnata kuliah pada PSPPi'

tr- tetah rnernenuhi syarat ketentuan lu]us sesuai $tandar
Nasional Pendidikan Tinggi.

Rekognisi pe mhela.iarar trampau:
1. PSPPI dapat diikuti melalui rekognisi pen:belajaran lampau;
2. Seseorang yang memiliki kualillkasi akademik sarjana bidang

teknik atau sarjana terapan bidang teknik yang aka;1 menempu-h.

PSPPI harus memiliki pengalarnan kerja dalam praktik
lreinsinyrrran iebih dari 2 {dua} tahun.

3. Seseorang dengan kualifikasi akademik sarjana pendidikan
bidang teknik atau sarjana sains dapat menempuh PSPPI melalui
rekognisi pembelajaran lampau setelah disetarakan dengan

kualifikasi akademik sarjana bidang teknik atau sarjana terapan
bidang teknik dan memiliki pengalaman kerja Iebih dari 5 (lima)

tahun.
4" Jumlah sks -yang dapat diakui melalui rekognisi pembelajaran

lampau ditetapkan oleh perguruan tinggi.
5. Perguruan tinggi menetapkan sistern pengakuan sks dari

rekognisi pernbeiajaran lampau dengan melakukan antara lain:
i. Membentuk tim peniiai;
ii. Menentukan kriteria untuk penilaian;
iii. Menentukan tata cara penilaian.

Leoobaga petraksana PSPPI di perguruan tinggi wajib:
1. men_vusul dan mengembangkan rencana PSPPI sesuai dengan

Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
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2- rnen;nrsun dan mengernbangkan peraturan, panduan, dan
sistem penjaminan mutu internal PSPPI;

3. mem{asilitasi pelaksanaan PSPPI;

4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSPPI;

5. melaporkan kegiatan PSPPI yang dikelolanya kepada pemimpin
perguruan tinggi setiap tahun.

Fergraru.an ti* ggi wajih:
1. memiiiki rencana strategis terkait PSPPi yang merupakan

bagian dari rencana strategis perguri.ran tinggi;
2. menyusun kriteria dan tata cara seleksi penerimaan

mahasiswa PSFPI;

3. men-1rusun kriteria dan prosedur penilaian keluLusan peserta
pada PSPPI;

4. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau
fungsi PSPPI dalam menjalankan program studi program
profesi Insinlrur secara berkelanjutan;

5. melakukan pemantauar dan evaluasi terhadap Iembaga
pelaksana PSPPI dalam melaksanakan PSPPI;

6. menda.vagunakan sarana dan prasarana PSPPI pada lembaga
lain melalui program kerja sama;

7. rnelakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah,
.jenis, dan spesifikasi sarana dan prasar-ana PSPPI; dan

8. menyampaikan laporan kinerja lembaga PSPPI dalam
men5relenggarakan PSPPI paling sedikit rnelalui pangkalan data
pendidikan ti.Sgr;

Organisasi:

Perguruan Tinggr mernpersiapkan benruk organisasi yang malnpu
menjalankan fungsi maupun keu,enangan untuk melaksanakan
tugas-firgas pokok lembaga pelaksana PSPPI.

Penrta.aaa.n d*n Pembiayaalr PSPPI:

1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana unfuk
penyeienggaraan PSPPI;
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2. Selain dari anggaran internal perguruan tinggi, pendanaan

PSPPI dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan

iembaga lain baik di dalarn rnaupun di luar negeri, atau dana
dari masyarakat dan industri;

3. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 digunakan
untuk membiayai:

a. perencanaan PSPPtr;

b" pelaksanaan PSPPI;

c. pengendalian PSPPI;

d. pemantauan dan evaluasi PSPPI;

e- pelaporan hasil peayelenggraan FSPPI; dan

4, Mekanisrne pendanaan dan pembriay'aan trSPPI diatur
berdasarkan ketentuan perundan gan.

PeaSrusrraa:a kurikslua' PSPFI

i. Menitikberatkan pada peiaksanaan kegiatan profesi

keinsinlruran;
2- Kurikulum disusun oleh pergLlruan tinggr berdasarkan kepada:

a. Kriteria ABET {Accreditatinn Board. far Engineering and
Technotogg) tentang capaian pembelajaran;

b. Keberpihakan terhadap kepentingan nasional;
c. Wawasan keinsinyr-rran global;
d. Profesionalisme keinsinyuran;
e. Pemahaman tentang Keselamatan, Keamanan, dan

Kesehatan Kerja serta Lingkungan;
f. Kode etik;
g. Penguasaan praktek perencanaan dan perancangan;
h" Pernahaman pemanfaatan surnberdaya;
i. Pemikiran uniuk melakukan evaiuasi komprehensif;

i. Pemecahan masalah pendekatan muitidisipliner;
k. Periiaku periser keinsinlruran;
1. Penguasaan dalam melakukan pengambilan

keputusan;
2. Mengacu kepada Sistern lkedir Semester bermuatan 24 sks yang

terdiri dari:
a. Lebih dari TAyo di lapangan atau tempat kerja dengan

pembimbing magang;
b. Maksimum 3Oo/o tatap muka di kelas dengan dosen

pernbimbing;
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3- Prases pemhrelajaran:
a. Tugas mandiri berupa laporan studi kasus keinsinlruran;
il. Tugas kelompok {Project/Problem based learning; Coilaborative

Based L.earning, dsb);
c. Penulisan laporan proyek dan presentasi;
d. Proposal kegiatan keinsinyuran;
e- Menghadiri. $erninar;

4. Jangka waktu: 2 semester;
5. Evaluasi dilakukan untr.lk rnernberikan nilai berupa:

a- ldehadiran/presensi;
b. Ujian;
c. Tugas-tugas;
al" Da.n bentuk penilaian ya.rrg lainnya-

PenSrusunan materi kuliah ditakukan rneia.lui Pokok-pokok landa*an
materi sebagai berikut:

1. Kemampuan penerapan ilmu dasar & keinsinyuran;

2. Kemampuan merancang dan melaksanakan penelitian;

3. Kemampuan rekayasa komponen, sistem atau proses yang
rnemperhatikan ekonomi, lingkungan, sosiatr, politik, etik,
ke s e h ata-n, ke se lam atan, manufaktur dan ke be rlanj utan ;

4. Kemampuan menangani masalah keinsinyuran;

5. Kcmampuan berkerjasarna antar kejuruan;

6. Ketaatan pada kode etik ir dan tatalaku profesional;

7. Kemampuan interaksi sosial dan komunikasi;

8. Pemaha.man dampak sosial, lingkungan dan global;

9. Kesadaran dan kemampuan unh:k senantiasa belajar bagt

peningkatan kemarnpuan ;

10. Pernahaman akan hai-ihwal keinsinS'uran mutakhir;

1 1. Ketrampilan praktek keinsinyuran.

Pengelompokan aateri kuliah berdasarkan pokok-pokok landasafi
rnateri untuk pelaksanaan PSPPI:

1- Pengetahuan Dasar;
2. Kompetensi dasar keprofesian {Etika profesi {kesehatan,

keseiamatan, lingkungan & kesejahteran);
3, Kemampuan Praktek & srudi kasus
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4. Kecakapan Fr:ilaku {"softski[1s', yang antara lain mencakup:

komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen).

ltlateri Ferkuliahaa

Materi perkuliahan pada PfiPH[ rneliputi:
1. Kode etik dan etika profesi insiryrur (2 sks);
2. Profesionalisme (2 sks);

3. Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Kerja dan Lingkungan
(2 sks)

4. Praktek keinsin5ruran (12 sks):

a- Filosofi Keinsinyr-rran di Industr:i
b- Arah perkembangan industri dan Status
c. Sistem Industri {Engineering)
d. Permasalahan Keinsinyuran
e. Tugas mengatasi Masalah
f. Penulisan laporan keinsinYuran

5. Studi kasus (4 sksh
5. Pemateri pada seminar, workskrop, diskusi (2 sks);

EVALUASI

1. Sistern Penjaminan Munr Internal dilaksanakan oleh masing-
masing pergurllan tinggi.

2. Sistem Penjaminan Iv{utu Eksternal dilaksanakan oleh lembaga

akreditasi yang berwenang.

HI. PEITUTUP

Keputusan Direktur Jenderal ini rnulai berlaku sejak diputuskan'

Diputuskan di Jakarta pada tanggal 0? J**ul SolL

/_fftra{r,run JEN D E RAL KELEM BAGAAN I LM u
HUAN. TEKNOLOGI DAN

NTI t,

ffi.

SUWIGI\iYO


